WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANCG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas
pengelolaan belanja hibah dan bantuan sesial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu diatur rata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggung jawaban, serta monitoring dan evaluasi

hibah dan bantuan sosial:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tala Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggung jawaban, Serta
Muonitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat 1l Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambshan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5587)
sebagaimana telah diubah heberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2019
Nomar 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik

Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Negara Republik Indoncesia Tahun
2020 Nomor 1781);



L/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKQOTA TENTANG TATA  CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  JAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
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2
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4
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Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Dacrah Kota Kupang.

Walikota adalah Walikota Kota Kupang.

Dewan Perwakilan Rakvat Daecrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dacrah vang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnye scgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewsjiban daerah terscbut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyva disingkat APBED
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang sclanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pomerintah Daerah yang melaksanakan
pengelolaan APBD.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah dalam penvelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
vang dibentuk dengan keputusan Walikota yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD.
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13.

14.
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Rencana Kerja dan Anggaran Perangkal Daerah vang sclanjutnya disingkat
RKA-PD adalah doekumen perccanaan dan penganggaran vang berisi program ,
kegiatan dan anggaran perangkat daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatl
DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja seliap
perangkal daerah vang digunakan scbagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
ATIEEATATL.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintahh  pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik lelah
ditetapkan peruntukannva, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus sctiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dan
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/alau masyarakal
vang sifalnya tidak secars terus menerus dan selekiil yang bertujuan untuk
melindung dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial vang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masvarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam vang jika tidak diberikan bantuan
sosial akan semakin terpuruk dan tudak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjuntnya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian hibah yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.



BABII
RUANG LINGEUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi

a.
b.

o

(1)

(2)

(3)

()

Hibah;
Bantuan sosial; dan

Maonitoring dan evaluasi,

BABIII
HIBAH

Bagian Kesatu
Urmnum

Praual 3

Pemerintah dacrah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan

daerah.

Pemberinan hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilithan, kecuali

ditentukan lain sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,

kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah  daerah  dalam  mendukung

terselenggaranva fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepartutan,

rasionalitas, dan manfaat untuk masvarakat,

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria

sebagaiberikut ;

a. Peruntukannya sccara spesifik telah ditetapkan;

b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c. Tidale secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali !

1. Kepada  pemerintah pusat dalam = rangka menduleung

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak



tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesual dengan
ketentuan perundang-undangar;

2. Badan dan lembaga yang ditelapkan oleh pemerntah atau
pemerintah daerah sesuail dengan kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partai politik; dan/atau

4. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasvarakatan; dan Mcmenuhi persyaratan penerima hibah,

(5] Pemberian hibah didasarkan atas uisulan tertulis dan disampaikan kepada

Walikkota.

Pasal 4

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada :

Pemerintah pusat;

Pemerintah dacrah lainnya;

Badan usaha milik Negara;

Badan usaha milik daerah; dan/atau

Badan dan lembaga, serta organisasi kemasvarakatan yang berbadan hukum
Indonesia,

Partai Politik.

=
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Pasgal 5

(1) Ilibah kepada pemerintah pusal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan
anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

(3) Hibah kepada pemerintah pusat hanva dapat diberikan | (satu) kali dalam

tahun berkenaan.



Pasal 6

Hibah kepada pemerintah dacrah lainnyva sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf bdiberikan kepada dacrah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
b. Memiliki sekretariat tetap didaerah.

Pasal 7

(1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
hurul ¢ diberikan unluk meningkalkan pelayanan kepada masyarakal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] llibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
pemerintah dacrah daripemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

(3) Hibah kepada BUMD lhidak dapal diberikan dalam bentuk barang kecuali uang

atau jasa.

Pasal 8

(1] thbah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

hurul e diberikan kepada badan dan lembaga -

a. Yang bersitfat nirlaba, sukarela dan sosial vang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

h. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yvang telah memilild surat
keterangan terdaftar yvang diterbitkan oleh Walikota; atau

c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifal sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakal/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masin hidup dan sesual dengen perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah
dacralh melalui pengesahan atau penctapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala organisasi perangkat daerah rerkait sesuai dengan

kewenan gannya.



(2)

(1]

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan kerentuan peraturan perundang-
undangan dan memenuhi kriteria yang ditelapkan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan vang berbadan hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi

kemasyarakatan vang berbadan hukum, yayasan alau organisasi
kemasyarakatan vang berbadan hukum perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesual peraturan perundang-

undangan.
Pasal 2

Hibah kepada badan dan lembaga scbagaimana dimaksud dalam pasal 3

ayat (1) dapat diberikan dengan persvaratan sebagai berikut :

a. Memiliki kepengurusan di dacrah domisili;

b. Memiliki keterangan domisili dari lurah/peratin setempat; dan

¢. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau
badan dan lembaga vang berkedudukan diluar wilayah administrasi
pemerintah daerah untuk menunjang pencapalan sasaran programni,
kegiatan dan sub kegiztan pemerintah daerah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 8 ayat (2)diberikan dengan persyaratan sebagai berilcut :

a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia; dan

b. Berkedudukan dalam wilayvah administrasi pemerintah daerah; dan

memiliki sekretariat telap didaerah.

Pasal 10

Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f
juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai polik yang
mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Besaran penganggaran belanja bantuan kcuangan kepada partai politik

dimaksud sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 11

Pengangegaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan
dirinei menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada kegiatan,
dan sub kegiatan scsuai dengan tugas dan fungsi perangkal daerah terkait.

Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah
daerah sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan yang
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah dacrah, dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota,

Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dimaksud pada avat (1) scsual dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui
TAFLD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rckomcndasi scbagaimana dimaksud
pada ayal (3)sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dan
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan
PPAS.
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Pencantuman alokasi anggaran scbagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi

anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 13

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-Perangkat
Daerah.
RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penganggaran hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

FPelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 14

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan alas DPA-Perangkat Daerah.

Setiap pemberian hibah dituangkan dalamm NPHD yang ditanda langani
bersama oleh Pengguna Anggaran dan penerima hibah.

NPHD sebagimana dimaksud pada ayai (2] paling sedikil. memuat ketentuan
mengenai :

a. Pemberi dan penerima hibah;

b, Tujuan pemberian hibah;

¢. Besaran/rincian penggunaan hibah vang alkan diterima;

d. Hak dan kewajiban;

e. Tata cara penvaluran/penyerahan hibah; dan

f. Tata cara pelaporan hibah.

Pencairan hibah dilakukasn dengan mekanisme pembayvaran langsung (LS)
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila pencairan dana dilakukan secara bertahap, maka untuk pencairan
tahapberikumya wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahap

sebelumnya.



(1)

4]

Bagan Kee}npat

Pelaporan dan Perlanggungjawaban
Pasal 15

Penerima hibah menyvampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota
melalui Perangkat Daerah terkail.
Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja pada Perangkat Daerah dalam

Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 16

Perlanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah melipud :

Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikola;

NPHI};

Pakla intergritas dari penerima hibah vang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

Bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 17

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.
Pertangeungjawaban penerima hibah meliputi :
a. Laporan penggunaan hibah;
b. Surat pertanggungjawaban yvang menyalakan bahwa hibah yvang
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
¢. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan.,
Perlanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayal (2) disampaikan kepada
Walikotamelaui SKPD terkait sampai dengan akhir tahun berkenaan.
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BAB 1V
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pemerintah dacrah  dapat memberikan  bantuan  sosial  kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
selelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesual dengan ketentuan
perundang- undangan dengan memperhatican asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Anggota/kelompok masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipudi :
a. Individu. kehuarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami
resiko sosial; atau
b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain
yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat

yang mengalami keadaan vang tidak stabil sebagai deampak resiko sosial.

Pasal 19
Penerima bantuan sosial memenuhi kriteria sebagai berikut :
Selekuf:
b. Memenuhi persyaralan penerima bantuan,
¢, Bersifat sementara dan tdak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan; dan
d. Sesuai dengan penggunaan.
Kriteria selelitif sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a diartikan bahwa
hantuan snsial hanva diberikan kepada calon penerima vang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
hurul b meliput ;
4. Memiliki identitas kependudukan yang jelas; dan
b. Berdomisili dalam wilayah Kota Kupang.
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(3)

Kriteria bersifat sementara dan tdak tgrus menerus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa penerima bantuan sosial tidak wajib
dan tidak harus diberikan seliap tahun anggaran.

Readaan tertentu dapat berkelanjutan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul e diartikan bahwa bantuan sosial dapart diberikan setiap tahun anggaran
sampai pencrima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesual tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
d bahwa lujuan pemberian bantuan sosial meliputi ;

a, Rehabilitasi sosial;

b. Perlindungan sosial;

¢. Pemberdayaan sosial;

d. Jaminan sosial:

e. Penanggulangan kemiskinan; dan
{.  Penanggulangan bencana.

Pasal 20

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sescorang
vang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
sccara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) hurul b
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial  seseorang, keluarga, kelompok masyvarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

Pemberdayvaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) hurul ¢
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyal daya, schingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 avat (6] huruf d
merupakan skema yvang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yvang layak.
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Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 avat (6)
huruf & merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan vang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak
mempunyal atau mempunyvai sumber mata pencaharian dan tidak dapal
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana scbagaimana dimaksud dalam pasl 18 ayat (6)

huruf fmerupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 21

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau
masyarakatterdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok
dan/ atau masyarakal yvang direncenakan sebelumnya maupun vang tidak
direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial berupa uang adalah uang diberikan secara langsung kepada
penerima sepertl beasiswa bagi anak miskin, yavasan pengelola yatim piatu,
nelayan miskin, masyarakal lanjul usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yvang tdak mampu, biaya penunjang
pengobatan dan santunan kematian bagi keluarga miskin.

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung
kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional seperti bantuan
kendaraan opecrasional untuk sckolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada vatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelommpok masvarakal kurang
mampu.

Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sudah jelas nama, alamal penerima dan besarannya pada saat penyusunan
APBD.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan wusulan dari calon penerima dan/atan atas usulan kepada
Perangkat Daerah. A
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(10)

(1)

()

(1)

(2)

Calon penerima hibah dan bantuan 'sosial ditctapkan dengan Keputusan
Walikota.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaumana
dimaksud pada ayat (2] dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial vang
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu
dan/alau keluarga yvang bersangkutan.

Papu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan  sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yvang direncanakan scbagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pengangearan bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan scbelumnya
sebagaimanadimaksud pada ayat (7) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Kedua
Pengangparan

Pazal 22

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakal menyampaikan usulan
tertulis kepada Walikota melahiai Perangkat Daerah sesuail dengan urusan dan
kewenangannva.

Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi
usulan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada avat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikola melalus
TAPD.

TAPD memberikan perlimbangan alas rekomendasi sebagaimana dimalksud

pada ayat [3)scsuai dengan pricritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3| dan ayat {4) menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.



(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

Pasal 24

Bantuan sosial dicantumkan dalam RKA Perangkat Daerah.
REA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesua Peraturan Perundang-

Undangan.

Pasal 25

Bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan dirinci
menurutobjek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan
sub kegiatan.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan
dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penataisahaan

Pasal 26

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berdasarkan atas DPA Perangkat Daerah.
PA menelapkan daflar penerima dan besaran bantuan scosial dengan
Keputusan Kepala SKPD.

Pencairan bantuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (L3).
Bantuan sosial yvang tidak dapart direncanakan sebelumnya dilakukan dengan
mekanisme Belanja Tidak Terduga.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Fasal 27

Penerima bantuan sosial menvampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.
Bantuan sosial dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada

Perangkat Daerah terkait dalam Tahun Anggaran berkenaan,



(1)

(1)

Pasal 28

Pertanggungjawaban pemeriniah daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi :

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon peneruma bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabal yang berwenang kepada Walikota;

b. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang alau bukt serah terima barang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dan huruf

¢ dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga, kelompok

dan/atau keluarga vang tidak dapat direncanakan sebelumnya,

Pasal 29

Penerima bantuan sosial berlangegung jawab sccara formal dan material atas

penggunasan banluan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penenma bantuan sosial;

b, Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima tclah dipunakan sesuai dengan usulan; dan

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi pencrima bantuan sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Walikota sampai dengan akhir tahun berkenaan,



BAB W
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
hibah dan bantuan sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Walikota dengan lembusan kepada Inspektorat Kola.

Pasal 31

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat
(2) terdapat penggunaan dana hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan
usulan yang disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikola Nomor 26 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kola Kupang Tahun 2016 Nomor 219), dicabut dan

dinyalakan tidak berlaku.



Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kola Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Mei 2021 :

,a/WALIK A KUPANG,

ﬁJE}FIRS ON R. RIWU KORE 7(/

Diundangkan di Kupang
pada Langgal 7 Mei 2021

Sh.liH.E.TﬁRJS DAE.HAH KO iZ KUPANG,
t.

PW‘J =Y ]%"\‘JESTLEY FUN,M’ )
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